BAB II1
PEMBAHASAN
3.1. Pengertian Manajemen Resko

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dendamah. Idarah
diambil dari perkataaadardasy— syai'a atau perkataaratartabihijuga
dapat didasarkan pada katal — dauran Pengamat bahasa menilai
pengambilan kata yang kedua, yaiadartabihiitu lebih tepat. Karena
managementinggris) sepadan dengan katdbir, idarah, siyasaldan
giyadah dalam bahasa Arab. Dari terma — terma tadi dalanQ&'an
hanya ditemui termaadbir dalam berbagai derivasinydadbir adalah
bentuk masdar dari kata kewiabbura yudabbiry tadbiran yang berarti
penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanagedsiapart?

Sedangkan manajemen resiko menurut Bank Indonetddala
serangkaian prosedur dan metode yang digunakak orgngidentifikasi,
mengukur memantau dan mengendalikan risiko yanguiirdari kegiatan
usaha bank®

Di sisi lain manajemen risiko diartikan sebagaiaezara yang
digunakan manajemen untuk menangani berbagai palahasn yang
disebabkan oleh adanya risiko, mengidentifikasi ajemen risiko sebagai
keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalako yang dihadapai

oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, tekmioses manajemen dan

12 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari‘ah, UPP AMP YKPN Yogyakarta
2005., h. 14.
% www.bi.go.id (di akses pada hari Jumat 3 Mei 2013)
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organisasi yang ditujukan untuk memelihara tinggatfitabilitas dan
tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dalarporate plan-*
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkehwa
manajemen risiko merupakan sistem yang digunakdankumengelola
risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko temseagar tidak
merugiakan. Maka dapat dikatakan bahwa manajenséo rmerupakan
suatu tindakan (1) mengidentifikasi risiko-risiktherensecara terencana
dan terukur, dan mempersiapkan berbagai pendekatank (2)
mengendalikannya agar tujuan bisnis yang telaltaglikan dapat tercapai.
Secara terinci, proses manajemen risiko adalahldirdari:
% Identifikasi risiko dan toleransinya
% Pengukuran risiko dan penilaiannya

+ Pemantauan dan pelaporan risiko

®
%

Pengendalian risiko

®
%

Penyesuaian dan penyelarasan.

1. Tujuan manajemen risiko adalah sebagai befikut:

% Menyediakan informasi tentang risiko kepada pilejutator.

% Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang farsi
unacceptable.

% Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yangrdifat

uncontrolled.

14 Ferry N. Idroes & Sugiarto,. Manajemen Resiko Perbankan “dalam konteks kesepakatan Basel
dan Peraturann Bank Indonesia”,. (Yogyakarta: Graha Iimu). H. 7.

> adiwarman Karim., 2007. Bank Islam; Analisis Figih Dan Keuangan. (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada),. H. 225.
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% Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
% Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

2. Manfaat dari penerapan manajemen risiko yang biégktaranya®
% Menjamin pencapaian tujuan.
s Memperkecil kemungkinan bangkrut.
% Meningkatkan keuntungan perusahaan.
% Memberi keamanan perusahaan.

3. Proses Manejemen Risikd

Agar bisa menerapkan proses manajemen risiko, rpartaank syariah
harus secara tepat mengenal, memahami dan mernfiidentrisiko,
baik yang sudah adanferent risk maupun yang timbul dari suatu
bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut;tivank syariah perlu
melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendaiiam Proses ini
berkesinambungan sehingga menjadi seltitedycle.

Siklus M anajemen Resiko

MEASURING <—— MANAGING <——— MONITORING

IDENTIFIYING C—=">SSING L= SRSTANDING

Gambar 1.1

6 Ibid.
7 Ibid,. H. 226
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Dalam pelaksaanya, proses identifikasi, pengukugemantauan dan
pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagak:
a. ldentifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukamalisis
terhadap:

% Karakteristik risiko yang melekat pada aktifitasdsional

 Risiko dari produk dan kegiatan usaha.

b. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:

% Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian assumsber
data prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.

% Penyempurnan terhadap sistem pengukuran risiko ilapab
terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transkis
faktor risiko ayng bersifat material.

c. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:

% Evaluasi terhadap eksposur risiko

s Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapabaem
kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risikeknologi
informasi dan sistem informasi manajemen risikogybersifat
material.

d. Pelaksanan proses pengendalian risiko, digunakiauk mmengelola
risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungaha
bank.

4. Jenis-jenis Risikt

'8 zaenul Arifin., Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah., (Jakarta:Pustaka Alfabet)., h. 61.
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Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada a#sfifungsional bank
syariah dapat diklasifikasikan kedalam tiga jers&o yaitu:

a. Risiko pembiayaan, merupakan risiko yang disebalofain adanya
kegagalarcounterpartydalam memenuhi kewajibannya. Risisko ini
mencakup risiko produk dan risiko pembiayaan kapor

b. Risiko pasar Market Risk, merupakan risiko kerugian yang terjadi
pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat aglarpergerakan
variabel pasar Adverse Movementberupa suku bunga dan nilai
tukar. Risiko ini mencakup risiko tingkat suku ban@terest rate
risk), risiko pertukaran mata uanfpiieign exchang rigk dan risiko
likuiditas (iquidity risk).*?

c. Risiko Operasional Qperasional Risk adalah risiko yang antara
lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidakuogydinya proses
internal, human error, kegagalan sistem atau adanya problem
eksternal yang mempengaruhi operasional b&nk.

Joel Bessismenyatakan, Manajemen risiko kredit mencakup dua
hal, yaitu risiko proses putusan kredit, sebelunugan dibuat sampai
menindak lanjuti komitmen kredit, ditambabh risikenpantauan dan proses
laporan. Selanjutnya diperlukan pengukuran daikaigredit, antara lain
menggunakanlimit systems and credit screenjmigk quality and ratings

sertacredit enhancement

% Ibid. h. 62
2 1bid. h. 62
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Sedangkan menurut PBI (Peraturan Bank Indonesiayatkan
bahwa proses Manajemen Risiko Bank sekurang-kuyangnencakup
pendekatan pengukuran dan penilaian risiko, struknit dan pedoman
serta parameter pengelolaan risiko, sistim infoinragnajemen dan
pelaporannya, serta evaluasi dan kaji ulang marajenBank perlu
melakukan manajemen terhadap risiko kredit yangekag] yaitu dengan
mengidentifikasi, mengukur, memonitor, mengontiislko kredit, serta
memastikan modal yang tersedia cukup, dan dapatalgh kompensasi
yang sesuai atas risiko yang timbtl.

Dalam bank Islam manajemen risiko mempunyai karestile yang
berbeda dengan bank konvensional, karena adanka-rnisiko yang khas
melekat pada bank-bank yang beroperasi secaraby®&engan kata lain,
perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank nsiomal bukan
terletak pada bagaimana mengukuoy to measufe melainkan apa yang
dinilai (what to measupe Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam
proses manajemen risiko, antisipasi risiko dan toainig risiko?

(Perbandingan Por ses M anajemen Risiko Operasional antara Bank Islam

dengan Bank K onvensional)®

Bank Konvensi Bank Sya
Identifikasi Risiko General Banking General Banking
Risk Syaria

z Ferry N. Idroes & Sugiarto,. Op. Cit.
2 7aenul Arifin., Op. Cit.
% Ibid.
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Risk Specifict
Penilaian Risiko Penilaian Risiko Penilaian Risiko
Antisipasi Risiko Antisipasi Risiko General Banking
Response

Syariah Banking

Response

Monitoring Risiko Monitoring Risiko General Banking

Syaria Specifict

Gambar 1.2

Bank Syari'ah tidak menghadapi resiko bunga, walaugalam
lingkungan dimana berlakdual banking sisitetnmeningkatnya tingkat
suku bunga di pasar konvensional dapat berdampd& peningkatnya
resikolikuiditas. Akibatnya banyak nasabah yang menarik dana dak ban
konvensional dan berpindah ke bank Syafi‘ah.

Penyebab utama dari resiko ini adalah penilaianbpgyaan yang
kurang jeli dan kurangnya antisipasi terhadap kegkuman risiko usaha
yang akan dibiayai. Risiko — risiko pembiayaan dali@kan dengan cara

memberikan batas wewenang keputusan memberikaniggaahn kepada

2 Ibid. h. 64.
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nasabah. Resiko kredit atau pembiayaan akan ledimpak apabila
keadaan perekonomian sedamgpoming yang akan mengakibatkan
turunnya penjualan barang produksi dan akibatnysa paengusaha
kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar hutahgtangnya.
3.2. Manaemen Resko Perbankan Syariah Dari Sisi Pandang Bank

Indonesia

Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tahun32@htang
penerapan manajemen resiko untuk bank umum, mexopakujud
keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajeeséto rperbankan.
Keseriusan tersebut lebih dipertegas lagi dengdeludirkanya PBI
Nomor 7/25/PBI/2005 pada agustus 2005 tentangfikagi manajemen
resiko bagi pengurus dan pejabat bank umum, yaagajibkan seluruh
pejabat bank dari tingkat terendah hingga tertinggtuk memeiliki
sertifikasi manajemen resiko yang sesuai denggRkdirjabatanya.

Kemudian seiring berkembenganya bank syariah ssgtaakin
kompleksnya kebutuhan akan manajemen resiko baariabyyang relativ
berbeda dengan bank konvensional, akhirnya pad@mloer 2011 Bank
Indonesia resmi mengeluarkan peraturan tentangrggs@n manajemen
resiko yaitu dengan di terbitkanya PBI No. 13/23/P@l1 tentang
penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syaraah Whit Usaha

Syariah®

“Lihat Penjelasan Umum PBI No. 13/23/PBI1/2011



40

Hal tersebut merupakan keseriusan Bank Indonesilamda
memberikan regulasi kepada bank syariah, sehinggaadpenting untuk
mengeluarkan peraturan terpisah mengenai penerapaajemen resiko
bagi bank syariah.

Selanjutya Bank Indonesia meminta kepada seluruhbadga
perbankan yang ada di Indonesia menekankan bahvbar@an dalam
menjalankan bisnis dan pengendalian diperlukankuntangatur resiko-
resikonya, yang mencakup resiko pengukuran, pemania dan
pengenndalian.

Dalam PBI No. 13/23/PBI/2011 peraturan yang berlb&gi bank
umum ditetapkan sebagai berikut:

% Perbankan dibangun degan suatu pembateasalitas/kewajiban.
% Perbankan dibangun di bawah wewenang hukum peraisaha
% Perbankan dibangun di bawah hukum yang berkenaagade
korporasi.
% Cabang-cabang dari bank asing.
1. Ruang lingkup Manajemen Resiko Perbankan Syariatukig¢ PBI No.
13/23/PBI/2011.
Dewan direksi dari tiap bank syariah mempunyai sudan menetapkan

bahwa resiko perbankan dalam menjalankan bisntsirdiilam suatu
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tata cara yang efektif. Dalam melaksanakan tugasseltat
membutuhkarf®
+ Pengawasan aktif dari dewan komisaris, dewan dids oleh

personil manajemen resiko yang terkait yang digléh bank.

®.
L 04

Penetapaan kebijakan dan prosedur untuk menentbhtas

untuk resiko yang dilaksanakan oleh bank.

®
%

Penetapan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur
memantau dan mengendalikan resiko.
+ Penetapan dari struktur informasi manajemen yargssdalam
mendukung manajemen terhadap resiko.
% Penetapan dari struktur pengawasan internal untekgokur
resiko.
2. Menetapkan Struktur Manajemen Resiko Bagi Banki8kar
Direksi dan manajemen bank syariah, merupakan oyang secara resmi
bertanggung jawab untuk menerapkan suatu kebijakanajemen
resko yang efektif pada bank syariah yang dipimyannAgar
pelaksanaan tugas yang diembanya dapat dilaksarddwagan baik
maka direksi harus menetapkan:
+ Sasaran-sasaran dan kebijakan-kebijakan dari bank
+ Kompleksitas dari bisnis yang dikelolanya

% Serta kemampuan bank untuk mengukur bisninya.

%% Lihat PBI/13/23/PBI/2011 BAB II, pasal 2 tentang ruang lingkup manajemen resiko bank umum
syariah dan unit usaha syariah.
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Dalam PBI PBI No. 13/23/PBI/2011 secara tersiramiBadndonesia
mengharapkan sebuah bank yang mempunyai komlekisitgs dalam
pelaksanaan oprasional bisnisnya, seperti memitdmsaksi obliasi,
nilai tukar, pembiayaan agar mempunyai suatu siruktanajemen
resiko yang lebih komleks dibandingkan dengan debhenk yang
hanya mempunyai kegiatan usah dalam bentuk tabundgm
pembiayaan secara oprasional yang relative sededeperti pinjaman,
pembiayaan dan simpanan.

3. Pengawasan Aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi ddanajemen
menurut PBI No. 13/23/PBI1/2011

Tanggung jawaab utama dari Dewan Komisaris dankBiradalah untuk
menentukan jenis resiko yang perlu dikelola di ehalanit manajemen
resiko berdasarkan komleksitas bisnisnya.

Dewan direksi dan dewan komisaris selanjutnya hamenentukan
bagaimana cara mengalokasikan otoritas dan tanggamgb atas
manajemen resiko di dalam dewan direksi dan marejeiVewenang
dan tanggungjawab dari Dewan Komisaris dan Dewamnekbi
meliputi?’

% Menyetujui dan mengefaluasi kebijakan manajemaikoes
% Melaksanakan tanggungjawab kepada manajemen untuk
melaksanakan kebijakan manajeman resiko.

% Memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuaarme

7 Lihat PBI No. 13/23/PBI/2011, BAB IIl tentang Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewn Direksi
dalam penerapan manajemen resiko bank syariah.
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Wewenang dan tanggungjawab yang diemban oleh DdWerksi dan

Dewan Komisaris bersifat makro dan jagka panjanglak3anaan

harian dari wewenang dan tanggung jawab Dewan Biirelan

Komisaris didelegasikan kepada manajeman bank rdalaisetingkat

dibawah direksi.

Wewenang dan tanggung jawab dari manajemen harliputhenal-hal

sebagai berikut:

7
0’0

®
%

®
%

Produksi dan penggambaran kebijakan dan strategajeraen
resiko bank.

Menerapkan kebijakan manajeman resiko dan menggkla
didalam koridorisk apetiteyang telah disetujui.

Menentukan transaksi yang memerlukan persetujuan
manajeman resiko yang lebih senior (dewan dire&si dewan
komisaris)

Mengembangkan kultur faham resiko kepada selurutM SD
bank.

Mengembangkan ketrampilan manajemen resiko semua
karyawan terkait.

Memastikan oprasional yang independen antara nraaaje
resiko dengan manajeman bisnis.

Meninjau seara berkala keakuratan pengukuran resiko
keakuratan dan kelengkapan informasi dan kelakydkatas

resiko.
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Perhitungan dan laporan

4. Prosedur Kebijakan Mengukur serta Menetapkan Liregiko Menurut

PBI No. 13/23/PBI/2011

Kebijakan manajemen resiko harus berisi suatu g@eanil resiko yang

berhubungan dengan masing-masing produk dan traindaé&nilaian

tesebut meliputf®

®
%

R/
°n

7
0’0

Suatu metode yang tepat untuk mengukur resiko.

Informasi relevan diperlukan untuk menilai resikliaMmbul dari
sistem informasi manajemen bank)

Penetapan limit untuk total nilai resiko yang mexkgn besaran
resiko yang bersedia ditanggung oleh bank.

Prooses penilaian resiko dengan sistem peringkat

Suatu penilaian dari scenario terburuk untuk ressk@ntu.

Memastikan semua resiko mengikuti proses pengawasan

Dewan direksi harus bias menciptakan proses untelketapkan besaran

resiko dari bank yang meliputi proses penentuarit lnesiko yang

sesuai. Penentuan limit resiko melalui:

7
0’0

Pendelegasian wewenang yang jelas secara tertulisk u
memastikan tanggung jawab individu.

Limit keseluruhan dan limit berdasarkan periode twak
Dokumentasi menyeluruh harus dibuat untuk menguatka

proses penilaian resiko.

% | ihat PBI No. 13/23/2011 BAB IV, Pasal 10 dan Sebelas tenang Penetapan Limit resiko.
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5. Proses ldentifikasi Penerapan, Pemantauan damSiste
Identifikasi faktor-faktor resiko biasanya dilaks&kan oleh unit
manajemen resiko yang berkordinasi dengan bagadingy. Sebagai
tambahan untuk mengidentifikasi faktor-faktor resiknit manajemen
resiko akan mencari sumber independen tentang Iparysupan setiap
hari untuk masing-masing dari factor. Data yangdfeh dari sumber
independent tersebut adalah untuk memastikan bakwausi dari
posisi bank ditentukan secara bebas dari parangiala
Proses analisis resiko harus mengidentifikasi sekkavakteristik resik dari
bank, biasanya dimulai dengan rincian dari jenisahas yang
dilakuakan. Seperti haknya terhadap resiko yarigaitedengan setiap
produk dan aktifitas bisnis bank. Hal ini akan roatkan rincian dari
factor-faktor risiko, dan mempertimbangkan resikebagai resiko
kinerja dan resiko kerahasiaan.
Analisis resiko yang berdasarkan produk dan bisnaka pengukuran dari
resiko harug?
+« Diproduksi dengan periode waktu (mana yang relevan)
« Menyatakan sumber dari data yang digunakan
% Menyatakan prosedur yang digunakan untuk menguwgiko
« Memiliki kemampuan untuk menunjukan setiap perubafeng

terjadi pada profil resiko bank.

%9 Lihat PBI No 13/23/PBI/2011.
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Proses pemantauan resiko harus mengevaluasi séspasar resiko dan
membuat suatu pelaporan yang mencerminkan setiaogiean pada
profil resiko bank. Sistem informasi resiko harusmpu melaporkan:

« Semua eksposur resiko

« Eksposur yang sesunggunhnya dibandingkan dengérnytmg
disetujui

+ Hasil yang nyata yang behubungan dengan resiko geamgbil
seperti seberapa besar kerugian yang telah tefjadndingkan
dengan tingkat target kerugiask apettite

6. Sistem Pengawasan Internal

Proses manajemen resiko harus menciptakan suatktustryang dapat
mengatur berbagai resiko dan mempertimbangakangaebsuatu
ancaman yang potensial bagi kelanjuatan usaha b&ngtem
pengawasan iinternal harus mampu mengidentifikagagalan dalam
pengendalian dan setiap penyimpangan dari dokumesedur dan
proses bank. Sistem pengawasan internal hharus:

« kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangarg yan
berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern Bank

% tersedianya informasi keuangan dan manajemen yemukap,
akurat, tepat guna, dan tepat waktu.

+ efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasiona

+ efektivitas budaya Risikori6k culture pada organisasi Bank

secara menyeluruh
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Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari katabhu yang berarti keuntungan,
pengertian murabahah adalah jual beli barang padgahasal dengan
tambahan keuntungan yang telah disepakati antatadengan nasabah.
Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembletieang kepada
pihak pembeli. Sedangkan pembiayaan adalah dimddai analisis
kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinyauiarealisasi
pembiayaan bukanlah tahap akhir dari proses pemubniy Setelah
realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syari’atiu pmelakukan
pemantauan dan pengawasan pembiayaan.

Pembiayaan yang disediakan oleh bank biasanya itserkarat
dengan sektor usaha dan tipe nasabah yang ingigadil Contoh dari
jenis-jenis pembiayaan yang harus dihindari, antana : pembiayaan
yang tidak sesuai dengan pembiayaan syari'ah at#uk tujuan-tujuan
yang dilarang oleh syari’ah, pembiayaan yang diagritanpa informasi
keuangan yang memadai, pembiayaan yang memerldami&n khusus
yang tidak dimiliki bank dan pembiayaan yang dikeni kepada
pengusaha yang bermasafah.

1. Landasan Hukum Murabahah

a. Al-Quran
¢S O>EH>E560 N A
oo B-HLE GO W I

% Muhammad Syafi'i AntonioBank Syari’ah Dari Teori ke Praktek, Jakarta : Gema
Insani, 2003, cet Ke-6, him. 106

*L Ibid.
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Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) ribéidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit Yila.
keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan
mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jualtbel
sama dengan ribapadahal Allah Telah menghalalkan
jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang
Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu
terus berhenti (dari mengambil riba), Maka bagirgpa

*2 Al-Quran Al-Karim

** Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih
yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang
dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan
mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan
sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum
terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

3 Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang
kemasukan syaitan.
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yang Telah diambilnya dahufu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allatfang
yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu admala
penghuni-penghuni neraka; mereka  kekal di
dalamnya.pAl-Bagarah 275)

@0 LA Lo S PN Y10J6Im k345X J©)
BXMADHD B0z o0 BWXURZGL @7
& >Z0% 0 ¢ LY ISRRVOTESE 2 ENE-Nm [ BN
SO PeRO InQPI20ZMW@e 6" N
JIE L ®O6@ OOV, & A MAAEs &

e @0 g  JLAECHOXYE GV e0es

A7 0> AGOL BXMODPHET SD

JLAERE ARG ALa S OYRO

X AP o FODY. OG0

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlahnka saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamau-Nisa 29

b. Al-Hadist

» Hadits riwayat Ibnu Majah

Rosulullah SAW bersabda: Tiga Hal yang di dalamnya
terdapat keberkahan vyaitu pertama jual beli secara
tangguh, mugaradhah (mudharabah) dan ketiga
mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan
rumah, bukan untuk diperjual-belika(HR. Ibnu Majah)

« Kaidah figh

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

2. Mekanisme Pembiayaan Murabahah di BPRS Ben Salamah

Abadi Purwodadi

> riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

% An-Nisa 29.
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Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Ben Salamah Apadvodadi
merupakan lembaga keuangan Syari'ah yang bergeakndbisnis
keuangan. Kegiatan BPRS Ben Salamah Abadi purwoti@dak jauh
berbeda dengan bank — bank Syari'ah lainnya sepemigumpulkan
dana funding dan menyalurkan dankeding.

Dalam menyalurkan dananya, lebih dari 85'9BPRS Ben
Salamah Abadi Purwodadi menggunakan akad pembiayagabahah.
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa pertimbargdjantaranya
pertimbangan keuntungan yang akan diperoleh olek barsifat pasti
dan dapat diketahui serta akad yang paling mudgahdmi oleh
masyarakat. Berikut skema pembiayaan murabahah RRSB Ben

Salamah Purwodadi :

M ekanisme Pembiayaan M urabahah di BPRS Ben Salamah
Purwodadi®

1

»

[ NASABAH } 2 g [ BANKSYARIAH}

\
4 [ SUPLIER }

Gambar 1.3

¥ Wawancara dengan Bapak Sugeg Supriadi Direktur BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi pada
tanggal 25 April 2013.

Wawancara dengan Bapak Sugeng Supriadi, model ini sudah di kolaborasikan dengan akad
waakalah dimana pihak nasabah diberikan wewenang oleh pihak bank untuk membelanjakan
uangya sendiri.

38
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Keterangan:

1. Nasabah Mengajukan Pembiayaan Murabahah ke BPRS Ben
Salamah Abadi purwodadi dengan membawa segala
perlengkapan dan persyaratan pengajuan pembiagataiah
kedua belah pihak bernegosiasi dan setuju ataygratan
yang ada, bank dan nasabah melakukan akad jual beli

2. Bank Syari'ah menerima persyaratan pengajuan peaxig
nasabah, kemudian mencairknya dalam bentuk tureland
hal ini bank memberikan wewenang kepada nasabadjaden
menggunakan akad wakalah sehingga nasabah dapat
memblanjakan dana dari bank bertindak sebagai wdsdil
bank syariah.

3. Bank membeli barang yang dikehendaki kepada supplie

4. Nasabah membayar pembelian barang dagangan kepakia b
sesuai kesepakatan, secara tunai atau tangguh, lama
pembayaran, dan sebagainya.

3. Mekanisme Pengajuann pembiayaan Murabahah di BPRS B
Salammah Abadi purwodadi
1) Prosedur Pembiayaan
Adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk sefalkan kegiatan
pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada setsabatayang

harus dilakukan melalui proses penelitian yang ktify¢erhadap

9 Wawancara dengan Bapak Jemy Panduwinata, acaunt Officer. Pada taggal 12 April 2012.
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berbagai aspek yang berhubungan dengan obyek pgmhbia

sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak tgakait,

bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibani skswgan

persyaratan dan jangka waktu yang disepakati. Agpaia suatu

hal yang kemudian menyebabkan ketidakmampuan nasaitak

memenuhi kewajibannya, maka bank telah diberi kuadaadap

jaminan sebagai jalan keluarnya. Adapun prosedunbpean

pembiayaan murabahah yang ditetapkan oleh BPRSSB&mah

Abadi antara lain :

®
%

®
%

®
%

Nasabah datang mengajukan surat permohonan perabiaya
murabahah yang akan diterima olelistomer servicatau
account office.

Petugas akan melakukan wawancara terlebih dahulik un
mengetahui apakah pembiayaan yang dibutuhkan untuk
barang konsumtif atau produktif.

Dari wawancara tersebut dapat diketahui apakahbahsa
layak atau tidak layak untuk mendapatkan pembiayjéen
tidak layak dapat langsung dilakukan penolakan.

Bagi nasabah yang layak, bagian pembiayaan akaanlyar
lebih rinci dan akan diminta untuk melengkapi parayan
yang telah ditentukan. Bank akan melakukan penjeld
dan analisis terhadap calon nasabah dan akan membua

laporan dari proses yang dilakukan.
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% Hasil penyelidikan dan analisis akan diserahkanapad
Direktur untuk diambil keputusan dengan mekanisme
komite.

% Setelah permohonan disetujui, kemudian bank akan
membicarakan kesepakatan dengan nasaabah mengenai
keuntungan yang akan diterima oleh bank dari peyabia
tersebut.

s Dari kesepakatan tersebut akan dibuat perjanjiatulite
antara bank dengan calon nasaabah atas pembiayaan
murabahah yang dilaksanakan.

% Pada waktu penyerahan barang, pihak bank akan rt@emin
nasabah untuk menandatangani slip-slip penerimasmg
kemudian akan dicatat oleh bagian pembiayaan, bagia
keuangan akan mencatat dan mengarsip sebagai doRfime

3.4. Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah di BPRS Ben
Salamah Purwodadi
Mengingat bahwa kegiatan usaha perbankan syadak terlepas
dari risiko yang dapat mengganggu keberlangsungahau bank serta
bahwa karakteristik produk dan jasa perbankan alyaniemerlukan fungsi
identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendaisiko yang sesuai
dengan kegiatan usaha perbankan syariah, untuk diperlukan

pelaksanaan prinsip manajemen resiko bagi bank nursyariah, unit

0 Standart Oprasional Prosedure pembiayaan BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.
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usaha syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariay géektif dan
efisien.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor F3222011
tentang kewajiban bank BUS, UUS dan BPRS dalam rapkann
manajemen resikt. Penerapan prinsip manajemen resiko pembiayaan
menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi olelk Bgariah. Hal ini
berkaitan dengan tanggung jawab kepada masyarakatignya nasabah
atas dana pihak ketiga yang menjadi modal bankkdembiayaan yang
dihadapi oleh perbankan syariah merupakan salahrisio yang perlu
dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pHagel risiko
pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkataPF NNon
Performance Financind®>. Dengan berbagai macam risiko tersebut,
maka bank syariah dituntut untuk melakukan managenresiko
pembiayaan seefektif mungkin untuk menciptakan lsyakiah yang sehat
dan terpercaya.

Untuk itu demi menciptakan bank syariah yang sedah
terpercaya BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi sebsajah satu
lembaga keuanagan syariah sudah mepunyai stanaifbdalam

memberikan pembiayaan kepada nasabah sebagai mpaggemen resiko

*! Lihat PBI. No. 13/23/PBI/2011 www.bi.go.id

2 Rasio pembiayaan bermasalah. Sejauh ini rasio NPF di BPRS Ben Salamah Purwodadi
menunjukan angka yang sangat rawan. Per Desember 2012 rasio NPF mencapai 57,31 % dari
total pembiayaan yang diberikan.

3 Kebijakan umum tentang manajemen resiko pada BPRS Ben Salamah Abadi tergambar pada
keseriusan direksi dalam menyusun standart baku atau SOP pembiayaan demi terwujudnya
Bank yang sehat dan efisien.
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pembiayaan untuk menciptakan bank syariah yangt skvaterpercaya.

Sebagai berikut :

1. Portofolio pembiayaan

Portofolio pembiayaan dilakukan oleh BPRS Ben Salambadi guna
menghindari resiko pemusatan pembiayaan. Dimanaikaket
pembiayaan terpusat pada satu sektor maka akasikiebesar ketika
terjadi gejolak pada sektor tersebtit.

2. Financing Granding Models

Financing Granding Modelsmerupakan serangkaian metode yang
digunakan oleh BPRS Ben Salamah Abadi untuk membaétr
nasabah dan calon nasabah pembiayaan di manaedsehut bersifat
kompleks dan lengkap menger@mpany profilenasabah dan calon
nasabah. Hal tersebut dimaksutkan untuk mempermudaérja
account officer dan manajemen pada umumnya dalamyamalisa
nasabah.

3. Permohonan pembiayaan

Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulisdeepfficer bank
dengan mengisi form pengajuan pembiayaan. Untukggean
pembiayaan usaha dengan kapsitas yang besar mhgea reessabah

dapat melampirkan proposal usahanya ataupun Steday#kan

* Hal ini pernah terjadi di BPRS ben Salamah Abadi. Ketika itu resiko dipusatkan pada

pembiayaan petani tembakau. Namun naas karena cuaca tidak mendukung akhirnya banyak
petani tembakau gagal panen hingga akhirnya banyak terjadi pembiayaan bermasalah.
(sumber, Arif)



56

Bisnis. Account Officer akan mempelajari proposal atau Studi
Kelayakan Bisnis tersebut sebagai pertimbangankuntelakukan

pembiayaan.

4. Pengumpulan data dan investigasi
Langkah selanjutnya dalam proses pembiayaan agelajumpulan data.
Data yang diperlukan didasari pada kebutuhan daaripembiayaan.
Sedangkan investigasi dapat dilakukan dengan migakkunjungan
lapang dan wawancara. Data tersebut harus mampggaebarkan
kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan. $scam data
yang diperlukan adalafr:
a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembrayaa
Selanjutnya formulir tersebut diserahkan kepadaigaet yang
mengurusi pembiayaan. Setelah dokumen diterim&utedata
pendukung, petugas pembiayaan wajib melakukan itanel
ataskelengkapan dokumen yang wajib diserahkan pemsérta
dokumen lain yang diperlukan. Kelengkapan dokunezsebut
dituangkan dalam formulcheck listdokumen.
b. Kartu identitas calon nasabah dan pasangan: KTPpaispor.
Data ini dibutuhkan untuk mengetahui legalitas gulibserta alamat

tinggal calon nasabah. Hal ini terkait dengan atapgaagihan

*> Wawancara dengan Ibu, Siti Rahma sebagai Akun Pembiayaan pada tanggal 12 April 2012.
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dan penyelesaian masalah-masalah tertentu di kemuutri.
Selain itu, KTP dibutuhkan untuk melakukan verifkaanda
tangan calon nasabah.

c. Kartu keluarga

Kartu keluarga dibutuhkan untuk mengetahui jumlahggungan
keluarga. Selain itu juga dibutuhkan untuk melakukarifikasi
data alamat di KTP calon nasabah.

d. Surat nikah

Hal ini diperlukan untuk transparansi terhadap p&rayan
tambahan bagi sebuah keluarga. Di kemudian hagajasamapi
terjadi kasus seorang pasangan tidak mengetahuivabah
pasangannya terlibat hutang dengan bank.

e. Slip gaji terakhir

Hal ini diperlukan untuk mengatahui kemampuan nalsattalam
melakukan pembayaran angsuran. Sebagai bukti y&ag a
memperkuat hal tersebut, maka diperlukan suratpiatisahaan
dan atau SK pengangkatan terakhir.

f. Salinan rekening bank 3 bulan terakhir

Hal ini diperlukan untuk mengetahui mutasi pemasukdan
pengeluaran rekening nasabah.

g. Salinan tagihan rekening telepon dan listrik
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Data ini diperlukan untuk mengetahui status kep&aml rumah
tinggal dan kebenaran alamat tinggal. Data ini judmpat
digunakan untuk mengetahui pengeluaran tetap nasaba

h. Laporan keuangan 2 tahun terakhir

Hal ini diperlukan untuk mengetahui kinerja dan ggaman usaha
calon nasabaff.

i. Past performancé tahun terakhir

Hal ini juga diperlukan untuk mengetahui kinerjandaengalaman
usaha calon nasabah. Sebagai data tambahan biasassiaah
juga diminta untuk melampirkan bisnis plan. Hal diperlukan
untuk melihat rencana peningkatan usaha dan rerattaraative
jika terjadi hal-hal di luar kendali.

j. Melampirkan legalitas usaha berupa akta pendirianrat
keterangan domisili usaha, Surat ljin Usaha Perzaya (SIUP),
Surat ljin Tempat Usaha (SITU), Surat ljin Undangddng
Gangguan (SIUUG), Tanda Daftar Perusahaan (TDPhdda
Daftar Rekanan, surat ijin usaha jasa kontrukgiugkis
kontraktor) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). uBeth

persyaratan tersebut diperlukan untuk mengetahnggleian
pemerintah atas usaha dimaksud. Selain itu, hal juga

diperlukan untuk mencegah pembiayaan terhadap ugahg

46 Laporan keuangan biasanya disyaratkan kepada perusahaan yang sudah berbadan hukum dan
dalam plafon pembiayaan yang besar. Untuk pembiayaan kepada pengusaha mikro Acount
Oficer hanya mengumpulkan informasi melalui survey dan wawancara.
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dilarang pemerintah seperti usaha barang terlanasafa yang
merusak lingkungan dan lain-l&ih.
k. Data obyek pembiayaan dan data jaminan
Data obyek pembiayaan diperlukan sebagai bagigenéng yang
tidak terpisahkan dari pembiayaan. Obyek terselga gdianggap
sebagai obyek jaminan sehingga harus betul-befpatdaeng-
cover pembiayaan yang dimaksud. Data ini juga rogliparga
obyek dan lokasi jaminan yang dilengkapi dengao j@minan.
5. Analisa pembiayaan
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak SugengaSop proses
analisa pembiayaan yang dilakukan di BPRS Ben SdidPurwodadi
menggunakan metode 5C yang diterapkan di BPRS Bdamah
Purwodadi adalah sebagai berikit:
a. Character(Karakterf®
Karakter nasabah merupakan gerbang utama yang lki#rmpuh
dalam proses pembiayaan. Untuk mengetahui baik kbyeau
karakter nasabah, BPRS Ben Salamah Purwodadi nkalakual-
hal sebagai berikut:
% Verifikasi data, dilakukan dengan cara mempelajesyat

hidup nasabah. Melakukan wawancara dengan nasababh.

7 Analisa persyaratan atministrasi pembiayaan dilakukan oleh account officer.

*8 SOP Pembiayaan di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.

* Analisa karakter nasabah menurut Atut Cahyana sebagai Acount Officer dilakukan dengan
bertahap, mulai dari waaaancara langsung, mencari informasi melalui tetangga, pendekatan
emosional bahkan silaturahmi non formal. Hal tersebut dilakukan untuk mengaetahui
karakter dan sifat nasabah sesuai peraturan tentang prinsip mengenal nasabah.
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Apabila dalam interview terdapat kesalahan yangsppi
Misalnya nasabah menggunakan riswah agar pengajuan
pembiayaannya dapat disetujui oleh pihak bank nteta

ini bisa merupakan indikasi awal itikad buruk.

% Trade checking, melakukan pengecekan melalui rekan
bisnisseperti pesaing, pemasok, dan konsumen rasaba
berkaitan dengan sifat, karakter dan pola pembayara
nasabah tersebut. Pengalaman kemitraan semuapakak
meninggalkan kesan tersendiri yang dapat memberikan
indikasi tentang karakter calon nasabah, terutaangamng
keuangan seperti cara pembayaran.

% Bl checking®, digunakan untuk mengetahui riwayat
pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah barsert
status nasabah yang ditetapkan oleh Bl apakah alasab
tersebut termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN)
atau tidak.

< Bank checking, dalam hal ini dilakukan secara personal
antara sesama officer bank, baik dari bank yangasam
maupun dari bank yang berbeda. Salah satu tujuannya
adalah untuk mengetahui apakah nasabah mempunyai

tunggakan pinjaman di bank lain atau tidak.

* Nasabah yang sudah pernah bermasalah dengan bank akan masuk daftar hitam nasional dan
dikelola oleh bank Indonesia serta dapat di akses langsung oleh lembaga perbankan.

> Bank chaking biasanya sudah bias cek langsung di DNH bank Indonesia, menurut Bapak Sugeng
Supriadi chaking ke Lembaga keuangan lain biasanya yang berbadan hokum brebeda seperti
koprasi, pegadaian dll.
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b. Capacity(Kapasitas/kemampuan)

Kapasitas nasabah digunakan untuk mengetahui kenaampasabah
dalam berbisnis termasuk kemampuan dalam mengahskks
atau setara kas. Dalam hal ini, bank harus memiesthaangka-
angka hasil produksi, angka penjualan dan pembegderitungan
rugi laba dan proyeksinya, laporan keuangan dahaishasabah
paling tidak selama dua tahun terakhir.

c. Capital (Modal)

Analisa modal digunakan mengetahui keyakinan ndsabehadap
usahanya sendiri. Oleh karena itu, untuk kepentiigesebut bank
juga harus melakukan analisa neraca paling tida& thhun
terakhir dan juga analisa rasio yang berkaitan derigkuiditas,
solvabilitas, dan rentabilitas dari usaha yang ésud.

d. Condition(Kondisi)

Analisa ini diarahkan untuk mengetahui kondisi &gkiyang secara
langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhacama
calon nasabah, seperti keadaan ekonomi yang akarpemgaruhi
perkembangan usaha calon nasabah, prospek usamasdiyang

akan datang, perbandingan kondisi usaha calon alasdéngan

32 Kapasitas nasabah biasanya dapat dipeoleh melaului analisa fundamental perusahaan, mulai
dari analisa laporan keuaangan, manajemen perusahaan, profitabilitas dll. Namun jika
nasabah pembiayaan pada sektor mikro direksi melakukan wawaancara mendetail kepada
nasabah terkait dengan, usaha, cash flow, asset dll.
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usaha sejenis, dan kebijakan pemerintah yang dagyaengaruh
tehadap prospek industri dari perusahaan calonbahsgerkait
didalamnya.
e. Collateral (Jaminan)
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan perdditigan Bapak
Jemy Pandu Winata pada tanggal 9 April 2012 balamasinan
utama adalah keyakinan tentang willingness andtalfkemauan
dan kemampuan) dari pihak bank terhadap nasabadp gieri
pembiayaan. Sedangkan agunan hanya merupakan fmamina
tambahan atau penunjang dari jaminan utama sdfigeid Asset
(rumah, tanah, dan atau bangunan). Hal tersebataikdan pada
fungsi utama dari bank syariah sebagai lembagarmetdiasi.
Dalam hal ini BPRS Ben Salamah Purwodadi bertujuatuk
menghilangkan kesan dalam masyarakat bahwa penbbanka
merupakan lembaga yang sarat dengan agunan. Nashilndari
itu, sabagai lembaga intermediasi setiap bank maggueran
moral untuk melakukan pembinaan usaha kepada rfasabangga
sektor riil semakin berkembang.
Analisis Kesesuaian penerapan Manajemen Resko Pembiayaan
Murabahah  Dengan Peraturan Bank Indonesia  Nomor
13/23/PBI1/2011.

Pada tanggal 2 November 2011 Bank lIdonesia telatgetearkan

peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 teptpenerapan



63

manajemen resiko bagi bank umum syariah dan uahaisyariah sebagai
salah satu upaya untuk menciptakan perbankan bygeaag sehat dan
efisien.

Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut bank syhvediibkan
untuk menerapkan prinsip manajemen resiko yangiritedari ruang
lingkup manajemen resikpengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan
dewan pengawas syarialkebijakan, prosedur dan penetapan limit proses
identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendatian,sistem informasi
manajemen risiko sistem pengendalian intern marejea®siko.

Dari beberapa poin diatas yang disyaratkan olerk Badonesia,
penulis mencoba menggambarkan, membandingkan dargama&lisis
untuk kemudian menemukan jawaban dan memberikaonmekdasi
kepada pihak terkait.

1. Lingkup Manajemen Resiko
a. Pengawasan aktif dari dewan komisaris, dewan dird&s
oleh personil manajemen resiko yang terkait yamijidioleh
bank.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengawas
pelaksanaan manajemen resiko pada BPRS Ben Sakdvadh
Purwodadi sudah menunjukan bahwa BPRS Ben Salamah
Abadi Purwodadi telah mematuhi Peraturan Bank ledian

Hal tersebut terindikasi dari pengawasan aktif dei@misaris
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dengan melakukan pengecekan hampir setiap >3hari
pengecekan dewan komisaris meliputi laporan keuartzan
arus kas harian, daftar pembiayaan, daftar transtik¥' Hal
tersebut dilakukan sebagai upaya penerapan manajersio
yang oleh dewan komisaris.

b. Penetapan kebijakan dan prosedur untuk menentukdas b
untuk resiko yang dilaksanakan oleh bank.

Penetapan batas resiko yang dijalankan oleh BPRE& Be
Salamah Abadi Purwodadi ditetapkan dari informasad/ang
diperoleh olehAccount Officeryang dikumpulkan dari hasil
survey nasabah pembiayaan. Setiap kunjungan keyasddah,
Account Officer melakukan pencatatan data-data yang
dibutuhkan, seperti prospek usaha, karakter nasabah
kemampuan nasabah, analisa jaminan gaodwiil nasabah
sebagai bahan pertimbangan pemberian pembiayaasd&ep
nasabah.

Hal tersebut sebagai suatu bukti bahwa penerapan
manajemen resiko pembiayaan di BPRS Ben SalamaliAba
Purwodadi telah sesuai dengan yang tertera padaNeBl
13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen resd@ b

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

>3 Penulis amati ketika proses magang di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi, bahwaa komisaris
hamper setiap pagi berkunjung dan menanyakan apa saja yang kiranya perlu ditanyakan
kepada karyawan bank dan tak segaan untuk memberikan nasehat serta motifasi kepada
karyawan yang bersangkutan.

** Wawancara dengan ibu Betty selaku komisaris BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.
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c. Penetapan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur
memantau dan mengendalikan resiko.

Penetapan kebijakan prosedur sebagai salah satya upa
penerapan manajemen resiko pembiayaan murabatziPRE
Ben Salamah Abadi Purwodadi terlihat dari syaran da
ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank kepadabmadn
seperti halnya, KTP, NPWP, Surat Nikah, Surfay j@ni nilai
taksir jaminan dan syarat lain yang ditentukan BPBSh
Salamah Abadi Purwodadi.

Hal tersebut di atas menunjukan bahwa penerapan
manajemen resiko pembiayaan murabahah di BPRS Ben
Salamah Abadi purwodadi sudah sesuai dengan PBI No.
13/23/PBI/2011.

2. Menetapkan Struktur Manajemen Resiko Bagi Banki8kar

a. Sasaran-Sasaran Dan Kebijakan-Kebijakan dari Bank

Penetapan sasaran-sasaran nasabah merupakan apgydilgkukan
BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi dengan melakukan
financing granding modedan portofolio pembiayaan. Dimana
bank @ccount Officey membuat daftar nasabah lengkap dengan
company profile serta pembagian portofolio pembaaya
Kebijakan tersebut diambil untuk meminimalisir agan
pembiayaan bermasalaah dikemudian hari serta (p#nierataan

pembiayaan. Pasalanya di BPRS Ben Salamah Purwpdautkh
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terjadi pemusatan pembiayaan pada sektor petabaiean dimana
pada saat itu petani tembakau banyak yang menggkzal panen
sehingga banyak terjadi pembiayaan bermasalah.

Belajar dari yang terdahulu, manajemen dan direksncoba
memperketat dengan membuat metode yang biasa utiseb
financing granding modelsyaitu membuat daftar profil nasabah
yang dilakukan olehaccount officerserta membuat portofolio
pembiayaan seprop-orsional mungkin sehingga perabrayidak
berpusat pada satu sektor tertentu.

Berdasarkan hal di atas menunjukan bahwa upayaditakykan oleh
BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi sudah menunjukan
kesesuaian penerapan manajemen resiko pembiyaary yan
ditetapkan oleh PBI. No. 13/23/PBI/2011..

b. Kompleksitas Dari Bisnis yang Dikelolanya

Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhatdajengan risiko.
Dengan memperhatikan tingkat persaingan industrbgrgan
yang semakin ketat, institusi yang terlibat dalawhustri itu harus
mampu menunjukkan daya saing yang tinggi. Tingk#éto bisnis
dan pengelolaan risiko akan menjadi faktor yang enarkan
dalam perkembangan perbankan syariah dalam menghada
persaingan secara global.

Untuk itu BPRS Ben Salamah sadar betul bahwa bigmaisg

dijalankan merupakan bisnis yang berdasarkan kepaan
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masyarakat. Ketika kepercayaan masyarakat luntutaniasnis
perbankan sebagai lembaga intermediasi tidak akieenberjalan.
Untuk itu dengan penuh tanggung jawaab BPRS Beangsdd
Abadi purwodadi berusaha sebaik mungkin unuk mengaganah
dan kepercayaan masyarakat, hal tersebut diungkapleamak
Sugeng Supriadi selaku Direktur BPRS Ben SalamaddAketika
wawancara bersama penulis.

Hal tersebut diatas menunjujak indikasi bahwa apagysudah
dilakukan oleh BPRS Ben Salamah Abadi purwodadiungrkan
kepatuhan akan peraturan yang ditetapkan oleh Baldnesia.

c. Kemampuan Bank Untuk Mengukur Bisnisnya

Berdasarkan laporan publikasi keuangan BPRS Beanfsdd Abadi
Purwodadi per Desember 2012 menunjukan arus kas kamang
seimbang. Hal tersebut terlihat dari rasio NPF ysaggat tinggi.
Dari ketentuan wajar yang di tentukan oleh Banlkoirasbia tidak
boleh lebih dari 5 % tetapi BPRS Ben Salamah ABadivodadi
menunjukan rasio yang sangat tidak w&jabimana rasio NPF
mencapai 57,31 %

Hal tersebut diataas menunjukan belum siapnya BB&$% Salamah
akan peraturan yang ditentuka oleh Bank IndoneBapi kini

belajar dari sejarah, BPRS Ben Salamah Abadi menbebbenah

> Rasio NPF yang tinggi dan mnajemen yang kurang baik ketika sebelum masa direksi Bapak
Sugeng Supriadi. Diamana banyak indak Pindana Pencucian Uanag yang dilakuakaan oleh
karyawan pada waktu itu.

*8 Lihat Laporan keuangan Publikasi BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi, www.bi.go.id
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dengan manajemen yang baru dan peraturan ketemaaajemen
resiko yang ketat dan wajar.

3. Prosedur Kebijakan Mengukur serta Menetapkan Limiesiko
Menurut PBI No. 13/23/PBI/2011

Kebijakan Manajemen Risiko ditetapkan antara laianghn cara
menyusun strategi Manajemen Risiko untuk memastidawa bank
tetap mempertahankan eksposur risiko sesuai dekegfijpkan dan
prosedur intern bank dan peraturan perundang-uadanserta
ketentuan lain yang berlaku. Kemudian Bank dikeloleh sumber
daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengaladam keahlian
di bidang manajemen risiko sesuai dengan kompkeksisaha Bank.
Penyusunan strategi Manajemen Risiko dilakukan aeng
mempertimbangkan kondisi keuangan Bank, organiBasik, dan
Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktksternal dan
faktor internal.

BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi berusaha semdksimagkin
melakukan pengawasan internal melalui direksi damath komisaris
kepada seluruh elemen resiko yang ada di BPRS BEm&h Abadi
Purwodadi. Hal tersebut terlihat dari upaya yangkdikan account
officer melakukan pembukuarfinancing granding modelsserta
peraturan pengajuan pembiayaan yang tidak sederhana

Pengukuran resiko juga dilakukan oleh manajemergatermelakukan

rapat komite persetujuan pembiayaan. Dimana penig@mb
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kebikjakan pencairan pembiayaan tidak hanya bedesalsatu sudut
pandang melainkan dari berbagai sudut pandang.n&ghi bisa
memperkuat keputusan penolakan atau penerimaan aip@mc
pembiayaaan murabahah.

4. Proses ldentifikasi Penerapan, Pemantauan damSigi@nanjemen
Resiko.

Dalam proses identifikasi resiko BPRS Ben Salamakdh melakukan
tindakan sebelum pembiayaan yang dilakukan @ebount Officer
dengan metoddrinancing Granding Models Yaitu dimana bank
membuat data nasabah calon nasabah mualai daitj pesakter dan
analisa jaminan untuk memastikan pembiayaan yaogirdan akan
berdampak baik kepada bank.

Kemudian pemantauan akan penerapan manajemen re#édaikan
langsung oleh dewan komisaris dan dewan direksaraeberkala
melalui data yang dibuat oledccount officerdan data laporan serta
transaksi harian bank.

Sedangkan sistem akan manajemen resiko pembiayia&PRS Ben
Salamah Abadi purwodadi sudah mempunyai stand&x b&an hal
tersebut. Sayangnya karena SOP merupakan rahasisapaan
penulis tidak dapat memperoleh data tersebut dayahaiberikan
gambaran oleh direktur pada saat wawantara.

5. Organisasi Dan Fungsi Manajemen Risiko

*7 Lihat penerapan manajemen resiko pembiayaan murabahah.
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Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Mamaj&is&ko yang
efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bafik weembentuk
komite Manajemen Risiko dan satuan kerja ManajeRisiko.

Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja ManajenRisiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UUS d#perttuk secara
tersendiri atau digabungkan dengan Bank Umum Kasiveal sesuai
dengan ukuran dan kompleksitas usaha Unit UsahaiaByaerta
Risiko yang melekat pada UUS.

Pernyataan yang terkandung dalam bunyi pasal grseterupakan
kebijakan langsung dari bank Indonesia kepada hémkm Syariah
maupun konvensional dan unit usaha syariah.

Sejauh ini kebijakan tersebut memang belum pernighagkan di BPRS
ben Salamah mengingat keterbatasan SDM dan ranquergduran
yang belum ada PBI yang secara khusus mengaturantgnt
pembentukan komite manajemen resiko bagi BPRS.

Sebagai upaya BPRS dalam menerapkan manajemeno resituk
pembentukan komite manajemen resiko, BPRS ben Shlahkbadi
membentuk dewan pengawas interen untuk mengawasajemen
yang berlangsung di BPRS Ben Salamah Abadi.

3.6. Analisa Deskriptif Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan

M urabahah dengan Peraturan bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011.

Dari sekian banyak fariabel peraturan yang di kélama oleh Bank

Indonesia dapat dilihat kesesuaian kepatuhan BP&SE 3lamah Abadi
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Purwodadi dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1B&2011. Hal
tersebut dapat dilihat dari masing-masing farialaelg di syaratkan oleh
Bank Indonesia yang telah secara rapi diterapkaim BPRS Ben Salamah
Abadi Purwodadi.

Di mulai dari ruang lingkup manajemen resiko, papat struktur
manajemen resiko bagi Bank Syariah, Prosedur ketrijanengukur serta
menetapkan limit resiko pembiayaan, identifikasigr@apan, pemantauan
dan sistem manajemen resiko serta pembentukan isagarmdan fungsi
manajemen resiko telah diterapkan secara rapi.téfakbut terindikasi
dari kesesuaian antara penerapan manajemen re®RRS Ben Salamah
Abadi Purwodadi dengan masing-masing fariabel yditbgntukan oleh
Bank Indonesia.

Kemudian dari lima fariabel yang disyaratkan oleinB Indonesia
telah secara rapi dan bertahap diterapkan oleh jerara BPRS Ben
Salamah Abadi Purwodadtf.Hanya ada satu fariabel yang belum secara
mendetail diterapkan BBRS Ben Salamah Abadi yaiadap fariabel
pembentukan organisasi manajemen resiko. NamunkgamBPRS Ben
Salamah Abadi sudah mencoba melakuakan pensiadatagan segala
kekurangnya dengan membentuk satuan pengawasninesea jajaran

direksi.

*8 Lihat fariabel di sub judul sebelumnya dari Peraturan Bank Indonesia.



